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PUTUSAN

Nomor 428/Pdt.G/2020/PA.Pkp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan  Agama  Pangkalpinang  yang  memeriksa  dan  mengadili

perkara-perkara tertentu  pada  tingkat  pertama,  dalam  persidangan  majelis

hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat  yang diajukan

oleh:

Penggugat,  lahir di  Pangkalpinang,  tanggal  30 Maret 1985,  Umur 35 tahun,

agama  Islam,  Pendidikan SD,  Pekerjaan Ibu  Rumah

Tangga,  Tempat  tinggal di Kota  Pangkalpinang,

selanjutnya sebagai Penggugat ; 

melawan

Tergugat,  lahir  di  Bangkalan,  tanggal  17  Agustus  1985,  Umur  35  tahun,

agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Buruh Harian,

Tempat tinggal di  Kabupaten Bangka Tengah, sebagai

Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di

persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang,  bahwa Penggugat  dengan surat  gugatannya bertanggal

07  Oktober 2020 telah  mengajukan  gugatan  cerai  yang  terdaftar  di

Kepaniteraan  Pengadilan  Agama  Pangkalpinang  dengan  register  Nomor

428/Pdt.G/2020/PA.Pkp tanggal 07 Oktober 2020, dengan dalil-dalil  sebagai

berikut:

1. Bahwa,   Penggugat  dan   Tergugat  adalah  suami  isteri  sah,  yang

menikah di Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, pada

tanggal  14  Desember  2008,  yang  tercatat  pada  Kantor  Urusan  Agama
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Kecamatan  Rangkui,  Kota  Pangkalpinang,  Provinsi  Kepulauan  Bangka

Belitung,  dengan  Kutipan  Akta  Nikah  Nomor:  006/06/I/2009  tanggal  02

Januari 2009, dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik ;

2. Bahwa,  setelah  pernikahan  tersebut   Penggugat  dan  Tergugat

bertempat  tinggal  di  rumah  kediaman  bersama  di  Jalan  Pemakasan,

Kelurahan Parit  Lalang, Kecamatan Rangkui,  kemudian sejak bulan Juni

2019  Tergugat  keluar  dari  rumah  meninggalkan  Penggugat,  sehingga

antara  Penggugat  dan  Tergugat  telah  pisah  rumah  sampai  dengan

sekarang  .  Selama  pernikahan  tersebut  Penggugat  dan  Tergugat  telah

hidup  rukun  sebagaimana  layaknya  suami  isteri,  dan  telah  dikaruniai  1

(Satu) orang anak yang bernama Anak Pengugat dan Tergugat, laki-laki,

bertempat  tanggal  lahir  di  Pangkalpinang,  pada  15  Januari  2020,  dan

sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat (Ibu Kandung) ;

3. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga  Penggugat dengan

Tergugat   telah hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 7 (Tujuh)

tahun,   akan  tetapi  pada  pertengahan  tahun  2015,  rumah  tangga

Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran;

4. Bahwa,  penyebab  perselisihan  dan  pertengkaran  antara  Penggugat

dan Tergugat adalah Tergugat memiliki Wanita Idaman Lain dan sekarang

tergugat telah menikah siri dengan Wanita tersebut;

5. Bahwa, keluarga Penggugat dengan keluarga Tergugat sudah sering

berusaha  untuk  menasehati  dan  mendamaikan  Penggugat  dengan

Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga,

akan tetapi tidak berhasil ;

6. Bahwa,  terjadinya  pertengkaran  terakhir  pada  bulan  Juni  2019,

Penggugat  dan  Tergugat  terlibat  cekcok  karena  Tergugat  telah  memiliki

Wanita Idaman Lain, kemudian Tergugat keluar dari rumah meninggalkan

Penggugat. Setelah 9 (Sembilan) hari lamanya meninggalkan Penggugat,

Tergugat kemudian pulang kerumah kediaman bersama untuk mengambil

pakaian  Tergugat,  dan  menjatuhkan  talak  kepada  Penggugat  di  depan

orangtua  Penggugat.  Setelah  2  (Dua)  Minggu  Tergugat  meninggalkan

rumah,  Penggugat  mendengar  kabar  bahwa Tergugat  telah  menikah siri
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dengan  Wanita  Idaman  Lain  Tergugat.  Mengenai  hal  tersebut  antara

Penggugat dan Tergugat berselisih paham dan tidak berhubungan baik lahir

maupun batin sampai dengan sekarang ; 

7. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga Penggugat  dengan Tergugat

yang demikian ini,  sudah sangat  sulit  untuk menciptakan keluarga yang

sakinah  mawaddah  warahmah  dan  sudah  tidak  mungkin  lagi  untuk  di

pertahankan ; 

8. Bahwa, berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas maka Penggugat

mohon  kepada  Bapak  Ketua  Pengadilan  Agama  Pangkalpinang  melalui

Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan

menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut : 

a. Menerima dan mengabulkan  gugatan Penggugat ;

b. Menetapkan  talak  satu  ba'in  sughra  Tergugat (Tergugat)  dari

Penggugat (Penggugat);

c. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;

d. Dan  apabila  Majelis  Hakim  berpendapat  lain,  mohon  putusan  yang

seadil-adilnya ;

Menimbang,  bahwa  pada  hari  persidangan  yang  telah  ditetapkan,

Penggugat  telah  datang  menghadap  ke  persidangan,  sedangkan  Tergugat

tidak pernah  datang dan tidak juga mengutus orang lain sebagai wakil atau

kuasanya  yang  sah  untuk  hadir  di  persidangan,  meskipun  telah  dipanggil

secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang,

sedangkan tidak  ternyata  bahwa  ketidak  hadirannya itu  disebabkan suatu

halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim berusaha merukunkan dengan

cara memberi nasehat kepada Penggugat agar bersabar serta mengurungkan

niatnya  untuk  bercerai  dengan  Tergugat,  tetapi  tidak  berhasil  karena

Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat;

Menimbang,  bahwa  proses  mediasi  melalui  mediator,  baik  dari  luar

pengadilan maupun yang disediakan Pengadilan Agama Pangkalpinang tidak

dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;
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Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat oleh

Hakim  dalam  sidang  yang  tertutup  untuk  umum,  yang  ternyata isi  dan

maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Menimbang,  bahwa  untuk  membuktikan  dalil-dalil  gugatannya,

Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat

- Fotokopi  Kutipan  Akta  Nikah  Nomor  006/06/I/2009 yang

dikeluarkan  oleh  Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan  Rangkui,  Kota

Pangkalpinang, pada  tanggal  02  Janurai 2009.  Bukti  surat  tersebut

telah diberi meterai cukup, sudah di-nazegelen dan telah dicocokkan

dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi

tanda (P);

B. Bukti Saksi

1. Saksi I, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan

ibu  rumah tangga,  tempat  tinggal  di Kota  Pangkalpinang,  dibawah

sumpahnya,  lalu  memberikan  keterangan  yang  pada  pokoknya

sebagai berikut:

- Bahwa,  saksi  kenal  dengan  Penggugat  dan  Tergugat  karena

bertetangga;

- Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang

sah;

- Bahwa, selama membina rumah tangga mereka tinggal dirumah

kediaman bersama di Jalan Pemakasan sampai dengan berpisah;

- Bahwa,  selama  menikah  Penggugat  dengan  Tergugat  telah

dikaruniai satu orang anak yang sekarang diasuh Penggugat;

- Bahwa,  selama  bertetangga  rumah  tangga  Penggugat  dan

Tergugat rukun harmonis selama kurang lebih 4 (empat ) tahun,

setelah itu tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan

pertengkaran;

- Bahwa,  penyebab  Penggugat  dan  Tergugat  sering  bertengkar

karena  Tergugat  telah  berselingkuh  dan  bahkan  sekarang  telah

menikah dengan wanita selingkuhannya;
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- Bahwa,  saksi  pernah  mendengar  dan  melihat  langsung

Penggugat  dan  Tergugat  bertengkar  sebabnya  sama  karena

Tergugat punya wanita lain ;

- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat  untuk tetap sabar

dan  rukun kembali  dengan  Tergugat  tapi  Penggugat  tetap  tidak

mau rukun dengan Tergugat;

- Bahwa, sekarang Penggugat  dan Tergugat  telah  pisah rumah

selama lebih kurang 1 tahun, Tergugat keluar dari rumah kediaman

bersama;

- Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat pernah pulang satu

kali untuk mengambil pakaiannya saja, lalu Tergugat menjatuhkan

talak kepada Penggugat didepan orangtua Penggugat;

- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah

tidak saling pedulikan lagi baik lahir maupun bathin;

- Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat sudah

pernah dilakukan namun tetap tidak berhasil;

- Bahwa, menurut saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat

sekarang sudah sulit untuk dirukunkan kembali;

2. Saksi  II,   umur  24 tahun,  agama  Islam,  pendidikan  SLTP,

pekerjaan Swasta, tempat  tinggal  di Kabupaten  Bangka  Tengah,

dibawah sumpahnya  memberika  keterangan  yang   pada  pokoknya

sebagai berikut:

- Bahwa,  saksi  kenal  dengan  Penggugat  dan  Tergugat  karena

adek angkat Penggugat sejak 4 tahun yang lalu; 

- Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang

sah;

- Bahwa, selama membina rumah tangga mereka tinggal dirumah

kediaman bersama di Jalan Pemakasan sampai dengan berpisah;

- Bahwa,  selama  menikah  Penggugat  dengan  Tergugat  telah

dikaruniai satu orang anak yang sekarang diasuh Penggugat;
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- Bahwa,  sejak  kenal  dengan  Penggugat  dan  Tergugat  rumah

tangga Penggugat  dan Tergugat  tidak  rukun lagi  karena sering

terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa,  penyebab  Penggugat  dan  Tergugat  sering  bertengkar

karena Tergugat  telah berselingkuh dan bahkan sekarang telah

menikah dengan wanita selingkuhannya;

- Bahwa,  saksi  tidak  pernah  mendengar  dan  melihat  langsung

Penggugat dan Tergugat bertengkar saksi hanya tahu dari cerita

Penggugat ;

- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat  untuk tetap sabar

dan rukun kembali  dengan Tergugat  tapi  Penggugat  tetap tidak

mau rukun dengan Tergugat;

- Bahwa, sekarang Penggugat  dan Tergugat  telah  pisah rumah

selama  lebih  kurang  1  tahun,  Tergugat  keluar  dari  rumah

kediaman bersama;

- Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat pernah pulang satu

kali untuk mengambil pakaiannya saja, lalu Tergugat menjatuhkan

talak kepada Penggugat didepan orangtua Penggugat;

- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah

tidak saling pedulikan lagi baik lahir maupun bathin;

- Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat sudah

pernah dilakukan namun tetap tidak berhasil;

- Bahwa, menurut saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat

sekarang sudah sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi yang akan

disampaikan,  dan  menyatakan  kesimpulannya  secara  lisan  yang  pada

pokoknya  tetap pada dalil-dalil gugatan Penggugat, dan mohon putusan;

Menimbang,  bahwa untuk  mempersingkat  uraian  dalam putusan  ini,

cukup merujuk pada segala hal yang termuat dalam berita acara sidang yang

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM
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Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  gugatan  Penggugat

sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang,  bahwa  perkawinan  antara  Penggugat  dan  Tergugat

dilaksanakan menurut tata cara agama Islam dan perkara a quo merupakan

perkara  cerai  gugat,  maka  berdasarkan  pasal  49  ayat  (1)  huruf  a  berikut

penjelasannya pada ayat (2) angka 9 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989

tentang  Peradilan  Agama,  yang  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  3

Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun

2009, maka pemeriksaan perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan

Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, Penggugat

menyatakan  bertempat  tinggal  di  wilayah  hukum  Pengadilan  Agama

Pangkalpinang,  untuk  itu  gugatan  Penggugat  tersebut  secara  formil  dapat

diterima  dan  perkara  ini  merupakan  kompetensi  relatif  Pengadilan  Agama

Pangkalpinang;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P maka telah terbukti bahwa

Penggugat adalah isteri sah Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 66

ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989  Tentang  Peradilan  Agama

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009  jo. Pasal

129 Kompilasi  Hukum Islam,  Penggugat  mempunyai  Legal  Standing untuk

mengajukan gugatan a quo;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah

memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana

yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 26

ayat  (1)  Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975,  panggilan  kepada

Penggugat  dan  Tergugat  telah  disampaikan  secara  resmi  dan  patut

sebagaimana  yang  dimaksud  Pasal  26  ayat  (2),  ayat  (3)  dan  ayat  (4)

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang,  bahwa  pada  hari  persidangan  yang  telah  ditentukan

Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan dan Tergugat tidak hadir

menghadap di persidangan serta tidak pula mengutus orang lain untuk datang
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sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, karena

itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat telah dengan sengaja tidak

mengindahkan panggilan tersebut dan telah melepaskan hak jawabnya, maka

Majelis  Hakim  berketetapan  untuk  memeriksa  dan  memutus  perkara  ini

dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) sesuai dengan ketentuan Pasal 149

ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor

1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, upaya damai melalui

mediasi  tidak  dapat  dilaksanakan  karena  Tergugat  tidak pernah hadir  di

persidangan, namun demikian berdasarkan Pasal 82 ayat (1) Undang-undang

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah

dengan  Undang  –  Undang  Nomor  3  Tahun  2006  dan  perubahan  kedua

dengan  Undang  -  Undang  Nomor  50  Tahun  2009  Majelis  Hakim  telah

berusaha  mendamaikan  pihak  yang  berperkara  dengan  cara  menasehati

Penggugat  untuk  rukun  sebagai  suami  isteri  dengan  Tergugat,  akan  tetapi

usaha tersebut tetap tidak berhasil;

Menimbang,  bahwa yang  menjadi  pokok masalah dalam perkara  ini

adalah Penggugat  ingin  bercerai  dari  Tergugat  dengan alasan telah terjadi

perselisihan terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat dan sulit untuk

dirukunkan lagi;

Menimbang,  bahwa untuk  membuktikan  dalil  gugatannya  Penggugat

telah mengajukan bukti surat berupa bukti P, dan 2 (dua) orang saksi yaitu

Saksi  I dan  Tita  Marina  binti  Khoiri,  terhadap  bukti-bukti  tersebut  Majelis

Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang,  bahwa Penggugat  telah  mengajukan  bukti  P,  alat  bukti

tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, asli

bukti  tertulis  tersebut  merupakan  akta  autentik  dengan  nilai  kekuatan

pembuktian  sempurna  dan  mengikat  (volledig  en  bindende  bewijskracht)

sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg, oleh karena itu dapat diterima sebagai alat

bukti;

Menimbang, bahwa bukti P berupa Kutipan Akta Nikah merupakan akta

otentik  yang  berisi  peristiwa  penting  tentang  pencatatan  pernikahan  bagi
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penduduk yang beragama Islam, dikeluarkan oleh instansi yang berwenang

yaitu Kantor Urusan Agama setempat, sesuai dengan pasal 2 Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 5 Kompilasi Hukum Islam

sehingga telah terbukti  bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat

dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat bernama Saksi I dan Tita Marina

binti Khoiri, tidak ada halangan diangkat sebagai saksi dan telah memberikan

keterangan dibawah sumpah, oleh sebab itu sesuai dengan ketentuan pasal

172 dan 175 R.Bg,  maka secara formil kesaksian dari saksi tersebut dapat

diterima sebagai bukti saksi dalam perkara ini, sedangkan substansinya akan

dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang,  bahwa  saksi  Penggugat  bernama  Saksi  I mengetahui

perselisihan  dan  pertengkaran  Penggugat  dengan  Tergugat  dengan  cara

melihat  dan  mendengar  langsung  Penggugat  dan  Tergugat  bertengkar,

dimana perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan  karena Tergugat

telah  mempunyai  wanita  lain  dan  sekarang  telah  menikah  dengan  wanita

tersebut  tanpa  izin  Penggugat,  Keluarga  Penggugat  dengan  keluarga

Tergugat sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tapi

tidak berhasil bahkan sekarang telah pisah rumah selama lebih dari 1 (satu)

tahun;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat bernama  Tita Marina binti Khoiri

tidak  mengetahui  secara  langsung  adanya  pertengkaran  dan  perselisihan

antara  Penggugat  dan  Tergugat  namun  saksi  mengetahui  rumah  tangga

Penggugat  dengan  Tergugat  tidak  rukun  lagi  karena  Tergugat  telah

mempunyai wanita lain dan sekarang telah menikah dengan wanita tersebut

tanpa izin Penggugat,  Keluarga Penggugat dengan keluarga Tergugat sudah

berusaha untuk  mendamaikan Penggugat  dan Tergugat,  tapi  tidak  berhasil

bahkan sekarang telah pisah rumah selama lebih dari 1 (satu) tahun;

Menimbang,  bahwa  keterangan  kedua  orang  saksi  tersebut  tidak

bertentangan antara satu dengan yang lainnya, oleh karenanya keterangan

kedua orang saksi tersebut secara materil dapat dipertimbangkan sebagai alat
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bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309

R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti  P dan keterangan Penggugat,

serta keterangan kedua orang saksi  Penggugat di persidangan terbukti fakta

hukum sebagai berikut :

- Bahwa   Penggugat   dengan   Tergugat  adalah  suami  istri   sah,

menikah tanggal 14 Desember 2008, belum pernah bercerai dan sudah

dikaruniai satu orang anak; 

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi,

karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang

disebabkan  Tergugat  telah  menikah  lagi  dengan  wanita  lain  tanpa  izin

Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak  bulan Juni

2019 sekarang sudah lebih dari  satu tahun  tanpa saling pedulikan lagi

baik lahir maupun bathin;

- Bahwa usaha damai sudah sering dilakukan oleh keluarga namun tetap

tidak berhasil;

Menimbang,  bahwa apabila  seorang  istri  telah  mengajukan  gugatan

perceraian  dan  telah  memperlihatkan  kebenciannya  terhadap  suaminya,

berarti  hati  kedua  belah  pihak  sudah  pecah,  bila  hati  sudah  pecah  maka

perkawinan akan menjadi tidak harmonis lagi. Demikian juga halnya dengan

rumah  tangga  Penggugat  dengan  Tergugat  tidak  ada  harapan  untuk

dipertahankan  lagi,  karena  Penggugat  telah  menentukan  sikapnya  untuk

bercerai dengan Tergugat;

Menimbang,  bahwa  dari  fakta-fakta  diatas,  maka  Majelis  Hakim

berpendapat telah terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat

tidak  rukun  lagi  dan  diantara  Penggugat  dengan  Tergugat  telah  terjadi

perselisihan dan pertengkaran yang telah sampai ketingkat pecahnya rumah

tangga, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dan harmonis lagi;

Menimbang,  bahwa tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi  dapat

disimpulkan  dari  sikap  Penggugat  yang  tetap  pada  pendiriannya  untuk

bercerai dengan Tergugat dan tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya
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dengan  Tergugat,  serta  Penggugat  dan  Tergugat  sudah  pisah  rumah,

disamping itu Penggugat sudah pernah dinasehati di luar persidangan agar

rukun  kembali  membina  rumah  tangga  dengan  Tergugat  akan  tetapi  tetap

tidak berhasil,  Penggugat tetap dengan pendiriannya ingin bercerai  dengan

Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor:

1287/K/Sip/1995 tanggal 27 April 1997 disebut: “Bilamana antara suami dalam

kehidupan  rumah  tangga  telah  terjadi  percekcokan  secara  terus  menerus,

semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan mereka

kembali,  maka yang demikian itu harus ditafsirkan bahwa hati  kedua belah

pihak (suami istri) tersebut telah pecah”;

Menimbang, bahwa pecahnya perkawinan semata-mata ditujukan pada

perkawinan  itu  sendiri,  tanpa  mempersoalkan  siapa  yang  salah  dalam hal

terjadinya  perselisihan  dan  pertengkaran  di  dalam  rumah  tangga

(Yurisprudensi MA RI Nomor: 38 K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991); 

Menimbang, bahwa menurut Pasal (1) Undang-undang Nomor 1 tahun

1974,  perkawinan  ialah  ikatan  lahir  dan  bathin  antara  seorang  pria  dan

seorang  wanita  sebagai  suami  istri  dengan  tujuan  membentuk  keluarga

(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha

Esa. Hal ini sesuai pula dengan bunyi Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yang

menyatakan  perkawinan  adalah  bertujuan  untuk  mewujudkan  kehidupan

rumah  tangga  yang  sakinah,  mawaddah  dan  rahmah sebagaimana  yang

dikehendaki  oleh Allah dalam Surat  Al-Rum  ayat  21 yang bunyinya sebagi

berikut:

اليها           لتسكنوا ازواجا انفسكم من لكم خلق ان ايته ومن

ورحمة    مودة بينكم وجعل

يتفكرون        لقوم يت ل ذالك في  ان

Artinya :  dan di  antara  tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah  Dia  menciptakan

untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung

dan  merasa  tenteram kepadanya,  dan  dijadikan-Nya  diantaramu
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rasa  kasih  dan  sayang.  Sesungguhnya  pada  yang  demikian  itu

benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang,  bahwa  ternyata  hal  tersebut  tidak  terwujud  lagi  dalam

rumah tangga Penggugat dengan Tergugat,  oleh sebab itu dalam keadaan

yang  demikian  rumah  tangga  yang  bersangkutan  akan  lebih  banyak

mudharatnya daripada manfaatnya jika masih tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak menyatakan sudah tidak

mau lagi mempertahankan perkawinannya dan sudah minta cerai, maka disini

sudah ada bukti atau petunjuk bahwa antara suami istri itu sudah tidak ada

ikatan batin lagi. Oleh karena itu pilihan yang terbaik bagi pihak-pihak adalah

perkawinan itu dibubarkan saja, karena dengan mempertahankan perkawinan

tersebut akan lebih banyak mudharatnya daripada manfaatnya bagi masing-

masing pihak;

Menimbang,  bahwa  Majelis  Hakim mengambil  alih kaedah  fiqiyyah

sebagai landasan hukum berbunyi:

المصالح       جلب على مقدم سد المفا دفع

Artinya: “Mencegah terjadinya kerusakan didahulukan dari pada mengharap

kemashlahatan”.

Menimbang,  bahwa  Majelis  Hakim  perlu  mengetengahkan  pendapat

para  ulama’,  sebagaimana  terrcantum di  dalam Kitab  Fiqh  Sunnah  Jilid  II

halaman 291 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

يطلقها          وحينئذ التفريق القاضى من تطلب ان لها يجوز

صلح            ال عن عجز و الضرر ثبت اذا بائنة طلقة القاضى

 بينهما

Artinya  : “Dan  bagi  seorang  isteri  boleh  mengajukan  perceraian  terhadap

suaminya. Dan Hakim boleh menjatuhkan talak satu ba’in apabila

nampak adanya kemadlaratan dalam pernikahannya dan keduanya

sulit didamaikan”;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut telah memenuhi  Pasal

19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan
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Undang-undang  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan,  jo.  Pasal  116

Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang,  bahwa  dengan  telah  terbuktinya  alasan  cerai  yang

diajukan  Penggugat  yaitu  telah  terjadi  perselisihan dan pertengkaran yang

terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan sudah sulit

untuk  dirukunkan,  maka Majelis  Hakim tidak  perlu  lagi  mempertimbangkan

alasan lain dari gugatan Penggugat; 

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut

di  atas  maka  gugatan  Penggugat  beralasan  untuk  dikabulkan  dengan

menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat  terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara  a quo  masuk bidang perkawinan,

maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor  50 Tahun 2009 Tentang

Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat,  semua  pasal  dalam peraturan  perundang-undangan  dan

hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk

menghadap di persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan  talak  satu  ba'in  shughra  Tergugat  (Tergugat) terhadap

Penggugat  (Penggugat);

4. Membebankan  biaya  perkara  kepada  Penggugat  sejumlah Rp681.000,-

(enam ratus delapan puluh satu tibu rupiah)

Demikian perkara ini diputus berdasarkan musyawarah Majelis Hakim

Pengadilan Agama  Pangkalpinang  pada hari  ini  Selasa  tanggal 27 Oktober

2020 Masehi bertepatan dengan tanggal  10 rabiul Awwal 1442 Hijriyah, oleh

kami Sri Roslinda, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis,  Drs.Herman Supriyadi

dan  Hermanto,  S.H.I.  masing  –  masing  sebagai  Hakim  Anggota,  putusan
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mana  diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh

Ketua  Majelis  tersebut,  dengan  didampingi Hakim-Hakim  Anggota,  dan

dibantu oleh Syaifuddin Rusydi, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri

oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Sri Roslinda, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Drs.Herman Supriyadi.

Hakim Anggota,

Hermanto, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Syaifuddin Rusydi, S.H

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp.   30.000,00

2. Biaya Proses : Rp.   75.000,00

3. Biaya Panggilan : Rp. 540.000,00

4.PNBP Panggilan : Rp.   20.000,00

5. Biaya Meterai : Rp.    6.000,00

6. Biaya Redaksi : Rp.   10.000,00

Jumlah : Rp. 681.000,00
           (enam  ratus delapan puluh satu ribu rupiah)
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